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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan
Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib
mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya
membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan
akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep
pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat
mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012
maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan
masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas
pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik
akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan,
sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai salah satu penyedia layanan publik di
Kabupaten Natuna, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang
penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan
berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan
pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan
informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran
secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan
kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi
penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga

kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima
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maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara

dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
» Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
» Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
» Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan

Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan
Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan
masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap
mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna.
Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :
1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai
kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam
menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain :
1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam
penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit
pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut

yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;



. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil
pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup
Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;

. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.



BAB I1
PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM
Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna dengan membentuk tim

pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan Aplikasi Online dengan nama “SEKAPUR
SIRIH"” (Survey Elektronik Kepuasan Publik Terukur, Simple dan Bersih ) yang
disediakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai
dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang
diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna yaitu :

1. Persyaratan : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam
pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan
yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan
untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/ tarif : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima
layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara
yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan
masyarakat.

5. Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan
adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan
yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap

spesifikasi jenis pelayanan.



. Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang

harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan

pengalaman

. Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam

memberikan pelayanan.
Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan,
saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan

tindak lanjut.

. Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai

sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala
sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses
(usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak

(komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada

waktu jam layanan dan dapat dilakukan dengan online. Sedangkan pengisian kuesioner

dapat dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan melalui aplikasi online
“SEKAPUR SIRIH"” (Survey Elektronik Kepuasan Publik Terukur, Simple dan Bersih )
yang disediakan di Front Office.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu

1 (satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 6

(enam) bulan dengan rincian sebagai berikut :

No.

1.
2.

Kegiatan Waktu Jumlah Hari
Pelaksanaan Kerja
Persiapan Pekan I 5
Pengumpulan Data Pekan I-IV 20
Pengolahan Data dan Analisis Hasil Pekan IV 5



4.  Penyusunan dan Pelaporan Hasil Pekan I 15

bulan berikutnya

2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi
penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna berdasarkan
periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan tahun
2022, maka populasi penerima layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna dalam kurun waktu satu tahun adalah sebanyak
2.400 orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan
besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan.
Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus

dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 331 orang.

Populasi(N) | Sampel (n) [Populasi(N)| Sampel (n) [Populasi(N)| Sampel(n)
10 10 220 140 1200 291
15 14 230 144 1300 297
20 19 240 148 1400 302
25 24 250 152 1500 306
30 28 260 155 1600 310
35 32 270 159 1700 313
40 36 280 162 1800 317
45 40 290 165 1900 320
50 44 300 169 2000 322
55 48 320 175 2200 327
60 52 340 181 2400 33
65 56 360 186 2600 335
70 59 380 191 2800 338
75 63 400 196 3000 341
80 66 420 201 3500 346
B5 70 440 205 4000 351
90 73 460 210 4500 354
95 76 480 214 5000 357
100 B0 500 217 6000 361
110 86 550 226 7000 364
120 92 600 234 8000 367
130 97 650 242 9000 368




BAB II1I
HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

1.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan
yang diperoleh yaitu 458 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

% Jumlah Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin

236
234
232
230
228
226
224
222
220
218

234

224

JUMLAH

B LAKI - LAKI = PEREMPUAN

% Jumlah Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan

HSD
B SMP
SMA
mD Il
HS1
mS?2




1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM dilakukan melalui aplikasi “SEKAPUR SIRIH” (Survey

Elektronik Kepuasan Publik Terukur, Simple dan Bersih ) dan diperoleh hasil sebagai

berikut :
Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur
NILAI UNSUR PELAYANAN
MUTU
KRITERIA DAN NILAI
Ul | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 u7 us U9 PELAYANAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ﬂtr‘g'lfh nilai per | 1697 | 1668 | 1677 | 1826 | 1673 | 1704 | 1706 | 1661 | 1789
NRR Per unsur
= Jumlah Nilai
per unsur /
Sumlah nifai 37 | 3,63 | 365|398 | 364|371 | 375 | 365 | 3,93
kuesioner yang
terisi
NRR tertimbang
= NRR unsur 041 | 0,4 | 0,4 | 044 | 04 | 041 | 041 | 04 | 043 3,7
x 0,111 per
unsur
IKM Unit Pelayanan 92,54 | A SANGAT BAIK
Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur
IKM per Unsur
41
4 3,93
3,9
3,8
3,7 3,65
3,6
3,5
3,4
Q QO 2 2 Q Q2
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BAB IV
ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Nilai terendah per unsur layanan terletak pada nilai Prosedur vyaitu 3,63,
Selanjutnya produk layanan yang mendapatkan nilai 3,64 adalah nilai terendah
kedua.

2. Sedangkan unsur Biaya/Tarif dengan nilai tertinggi yaitu mendapatkan nilai
tertinggi 3,98 dari unsur layanan, dan Sarana dan Prasarana mendapatkan nilai

tertinggi berikutnya yaitu 3,93.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui
berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi
perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai
berikut :

1. Petugas layanan perlu diberikan pelatihan khusus terkait service excellent
serta diberikan penilaian terhadap petugas untuk pemberian penghargaan
kepada petugas front office secara berkala.

2. Peningkatan kondisi ruang pelayanan yang lebih representatif.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat

digambarkan sebagai berikut :

1. Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat.
Layanan registrasi online sebenarnya sudah dilakukan namun masih banyak
masyarakat yang melakukan registrasi secara online dan langsung datang ke
lokasi layanan, dan permasalahan jaringan internet yang menjadi kendala
pada jam sibuk.

2. Produk layanan masih dirasakan masyarakat agak rumit, penggunaan layanan
berbasis IT belum diikuti pemahaman masyarakat secara maksimal dalam
penggunaan layanan yang diberikan, sehingga produk perizinan pun sering

mengalami penyesuaian.



3. Kompetensi petugas yang masih harus ditingkatkan dalam penyesuaian

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik
maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil
analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut
perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dapat dilakukan melalui rapat
koordinasi internal dan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) bersama perwakilan
pengguna layanan. Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas
perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan,
kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut

perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

1 Waktu Peningkatan sosialisas V. vV v Tim
Penyelesaian registrasi “online’ Pelayanan

2  Produk Lakukan sosialisasi v v Vv Tim
Layanan produk layanan Pelayanan

3 Kompetensi Peningkatan v v Tim
Petugas Kompetensi petugas Pelayanan

4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat
perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan
survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk
melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai
bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan
(tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta

kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan
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Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna dapat

dilihat melalui grafik berikut :

Nilai IKM DPMPTSP Kabupaten Natuna Tahun

2019 - 2023
94 92,54
92
90
87,85 88,13

88 86,52

85,92 /
86 —
84
82

2019 2020 2021 2022 2023 (Jan-un)

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan
kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2019 hingga 2023 pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna.
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BAB V
KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu
Semester periode mulai Januari hingga Juni 2023, dapat disimpulkan sebagai berikut:
» Pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna, secara umum mencerminkan tingkat
kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 92,54.
» Secara keseluruhan pada Laporan Semester I dari 9 (sembilan) unsur penilaian

Biaya / Tarif memiliki nilai tinggi masuk kategori Sangat Baik.

Natuna, 05 Juli 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Natuna

AHMAD SOFIAN, SE, M.Si
NIP. 19770731 200604 1 020
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. APLIKASI SKM "SEKAPUR SIRIH”

SEKAPUR SIRIH Username

SURVEY ELEKTRONIK KEPUASAN PUBLIK TERUKUR, SIMPLE DAN BERSIH skmnatuna

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NATUNA

Password
PERHATIAN :
1. Copy Gunakan Uisornameo yang sesual paca saat rogistrasi atau daftar

2. Pastikan sotelah menggunakan untuk keluar dari sistem (logout)

Ervoe Clek 1D ot specifind

Data Responden Survey Terkini

Tanggai Survey Jam Survey Nama Lengkap Jenis Kelamin Umur  Pendidican Pekerfaan Jents Lyyanan
26 Juni 2023 [ GTA SUNDARI Perempuan a7 o PNS Si cantic o o
26 Juni 2023 [ hadual Lak - k) 7 st LANNYA oss Q o
26 Juni 2023 i GRHAYAT| Perempuan 2 50 IRAUSAHA 055 0 o
23 Jumi 2023 ] ar Fatahdlan Muazdhani Lak - laki k- 51 LANNYA sP 0 o
23 Juni 2023 [ Winggia Antena s Farm Apt Peremplan »n st PHS Fembuatin SPA Q o
23 Juni2023 OKI ALDA Lak - 12kl 1 03 NS 088 o o
23 Juni 2023 { Pest Maunza Laik - takg » s1 LARHYA s [a] o
20 Jumi 2023 [ ama Lak - 13kl 5 swp WIRASVASTA a5 o o

LAMHYA

23 Juni 2023 Lak - kaki




KUESIONER ELEKTRONIK

a. Pemberian Nomor Resi antrian untuk pengisian kuesioner

L

QB ripsshm-dpmptep-natuna.com

1

S - Cnharm Paricinan.

Upload Master Data Respondent

2310100 Bewm cgunakan

009 Betum ggunakan

2310008 Bewm agunakan

230007 Beum agunakan

2310006 Betum agunakan

2310008 Belum dgunakan

2310004 Beaum ogunakan

2910003 Belum dgunakan

2910002 R dayunakan ]
v

2310001 Belum dgunakan

§ Outs Pesponden Suney Tk xBTS PREEN X+

08 Ym-dpmptip- Astuna com pea

*Yrerkanan [ 055 Svem Peinan.

SRI SUWARNI

Pertanyden Survey Jawadan Sury
B3gamany Pencapat SIUGA 1entang KESESUNAN (Ersyr atan pedyaIan 0engan jones pedryanan? Sangat sesu
Bagamana pemanaman SIu3ara lentang Lemudanan rosecur PEaYaNan & vt nd Sangat Mucan
Bagamana pendapat SIuCaa tentang KeCepatan wakly Jaan membenkan pelayanan? Copat
Bagamana peacapad Saucaa terdang kewalaran Dayatar! Calam pedyanan?

!L);m peocapal Saudaa tentang ketesuaan produk peayanan antan yang e antum Galam sLandar peryanan Oengan hasé
yang Gbeskan?

Bagamana peadanat SauAaa 1entang ROMPSleNSHRSMANOUAN (AU Caam pelayanan? Sangat Kompeten

Bagamany pendagad Saudaa periaks peUOas AR Pelayanan ierat Lesopanan dan leranahan? Sangat Scpan dan
&

Bagamany peadagit Saudard hentang Kuditas sarand dan pasanang’? Sangat Bak

Bagamany peodapat SIudan Ientang PEranganan peogaculn PEHOguna Jyasan? Dkl dongan bak



3. HASIL OLAH DATA SKM SECARA ELEKTRONIK

[ overview

Data Responden Survey Terkini

[ mpon Rew
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Laporan Hasil Tindak Lanjut Pelaksanaan
Survei Kepuasan Masyarakat

Periode 2023

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN NATUNA

2023



BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam laporannya, World Bank menjelaskan bahwa pelayanan publik
yang berkualitas hanya dapat dicapai jika ekspektasi dan kebutuhan dari
pengguna layanan diakomodir dalam proses penyediaan pelayanan. Hal ini
juga sejalan dengan salah satu asas dari penyelenggaraan pelayanan publik
yang tertulis dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik yaitu asas partisipatif. Asas partisipatif selanjutnya diatur
dalam bab khusus Pengikutsertaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan
Pelayanan Publik pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik.

Selanjutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai pembina pelayanan publik
nasional telah merumuskan berbagai instrumen pengikutsertaan masyarakat
dalam pelayanan publik untuk menilai kinerja penyelenggara pelayanan publik.
Salah satu instrumen tersebut adalah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan
Publik. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara
komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan

yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Terdapat beberapa tujuan dari pelaksanaan SKM. Pertama, untuk
mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai
kinerja penyelenggara pelayanan. Kedua, mendorong penyelenggara
pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
Terakhir, untuk mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan publik. Untuk mencapai berbagai tujuan tersebut, maka

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
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Natuna perlu menyusun rencana tindak lanjut dan laporan hasil tindak lanjut
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar proses
continuous improvement dalam proses layanan publik dapat dipastikan dan

pada akhirnya terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik.



BAB I
DESKRIPSI RENCANA TINDAK LANJUT

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna menunjukkan angka yang sangat
beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat terlihat pada tabel di bawah

ini:
Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode 2023

No Unsur IKM Mutu Layanan

1 Persyaratan 3,53 A ( Sangat Baik)

2 | Sistem, Mekanisme, dan 3,33 B (Baik)
Prosedur

3 | Waktu Penyelesaian 3,47 B (Baik)

4 Biaya/Tarif 3,97 A ( Sangat Baik)

5 Produk, Spesifikasi, dan Jenis 3,46 B (Baik)
Pelayanan

6 Kompetensi Pelaksana 3,5 B (Baik)

7 Perilaku Pelaksana 3,5 B (Baik)

8 Penanganan Pengaduan, 3,4 B (Baik)
Saran, dan Masukan

9 Sarana dan Prasarana 3,9 A ( Sangat Baik)

Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan
intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Oleh karena
itu, perlu disusun sebuah rencana tindak lanjut perbaikan terhadap unsur-unsur
dengan nilai rendah. Untuk memastikan rencana tindak lanjut dapat

diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan baik, maka perlu disusun skala prioritas
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perbaikan unsur yang terdiri dari 3 unsur dengan nilai terendah. Kerangka rencana

tindak lanjut dari ketiga unsur tersebut, dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM

Waktu
NG Prioritas Program/ Penanggung
Unsur Kegiatan ™ | TwW !l T™W | TW Jawab
1 2 3 4
1 Sistem 1.1 % % % % Kepala
Mekanisme Menyederhanakan Dinas
dan Prosedur prosedur dari
verifikasi 3 tingkat
menjadi 1 tingkat
2 Penanganan 2.1 Menetapkandan | v Kepala
Pengaduan, menempatkan Dinas
Saran, dan petugas pelayanan
Masukan pengaduan di ruang
PTSP
2.2 Mengikuti % Kepala
Pendidikan dan Dinas
Pelatihan
3 Produk, 3.1 Meningkatkan v v v v Kepala
Spesifikasi dan | pemanfaatan digital Dinas
Jenis secara optimal
Pelayanan




BAB Il

REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah disusun, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Apakah RTL Telah

Rencana Tindak i L Deskripsi Tindak Lanjut Dokumentasi Tantangan/
No Lanjut é’gg:ﬁlkéz:w::) (Mohon Dijabarkan) Kegiatan Hambatan
1 1.1 Sudah Penyederhanaan birokrasi
Menyederhanakan
prosedur dari
verifikasi 3 tingkat
menjadi 1 tingkat
2 2.1 Menetapkan Sudah - SK Tim Pengaduan Foto petugas SDM petugas
dan menempatkan Pelayanan Publik pelayanan pengaduan | pelayanan yang
petugas pelayanan - Petugas pelayanan di ruang PTSP profesional, bebas
pengaduan di pengaduan ditempatkan di KKN dan Pungutan
ruang PTSP ruang PTSP untuk Liar (Pungli)
melayani pengaduan baik
secara online maupun
ofline
2.2 Mengikuti Sudah Petugas pelayanan Foto petugas Anggaran untuk
Pendidikan dan pengaduan mengikuti diklat pelayanan megikuti mengikuti diklat
Pelatihan 0SS diklat
3 3.1 Meningkatkan Sudah Sudah Menggunakan OSS,

pemanfaatan digital
secara optimal

SICANTIK, SIMBG, dan TTE




BAB IV
KESIMPULAN

Berdasarkan data-data dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, sekiranya
dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Natuna telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut sebanyak
100%.

Ranai, 2 Juli 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Natuna

Balai
Sertifikasi
Elektronik

%o

AHMAD SOFIAN, SE., M.Si.
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PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng No. 063, Provinsi Kepulauan Riau 29711

Laman dpmptsp.natunakab.go.id, pos-el dpmptsp@natunakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NATUNA

NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

1.

KABUPATEN NATUNA
TAHUN ANGGARAN 2024

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 Peraturan
Bupati Natuna Nomor 50 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Natuna,
maka perlu dibentuk Tim Pengaduan Pelayanan Publik
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Natuna;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu ditetapkannya susunan Tim
Pengaduan Pelayanan Publik dengan Surat Keputusan
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Natuna;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah
diubah beberapakali terakhir dengan dengan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2008 Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4880);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);



10.

11.

13

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 98, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-undang 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897)

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6215);

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1956);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016
Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun
2018 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018
Nomor 3);

Peraturan Bupati Natuna Nomor 50 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Natuna
(Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 50);

Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021 tentang
Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna (Berita Daerah
Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 28);



MENETAPKAN
KESATU

KEDUA

KETIGA

16. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah
Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 87);

17. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna Nomor 24 Tahun
2024 Uraian Tugas dan Mekanisme Kerja Tim Pendataan,
informasi, Evaluasi dan Pengaduan Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanana Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Natuna Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

: Membentuk Tim Pengaduan Pelayanan Publik Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Natuna Tahun 2024;

: Susunan dan uraian tugas Tim Pengaduan Pelayanan Publik
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2024, sebagaimana
tercantum dalam lampiran keputusan ini;

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapka dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan
kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan
dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai
Pada Tanggal 3 Januari 2024

NIP.19770731 2006041020
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PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

DINAS PENANAMAN MODAL

A DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
% ‘;.—.,-..;ﬂ-a"'é’ﬁ/ Jalan Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng No. 063, Provinsi Kepulauan Riau 29711
e Laman dpmptsp.natunakab.go.id, pos-el dpmptsp@natunakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NATUNA

NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGADUAN PELAYANAN
PUBLIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2024

KEPALA DINAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Natuna Nomor
87 /BKPSDM /2024 tentang Pengukuhan, Pengangkatan
dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan
Jabatan Pengawas dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Natuna, maka terjadi mutasi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;

b. bahwa untuk melaksanakan Kketentuan pasal 21
Peraturan Bupati Natuna Nomor 50 Tahun 2018
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Kabupaten Natuna, maka perlu dibentuk Tim
Pengaduan Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu
menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Natuna tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Natuna Nomor 29 Tahun 2024 tentang



Mengingat

1

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Natuna Tahun 2024;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6859);

Undang-undang 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6897)

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik



10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan
Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib
mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya
membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan
akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep
pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat
mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012
maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan
masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas
pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik
akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan,
sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai salah satu penyedia layanan publik di
Kabupaten Natuna, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang
penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan
berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan
pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan
informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran
secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan
kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi
penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga
kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima
maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara

dapat terpenuhi.



1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
» Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
» Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
> Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan

Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan
Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan
masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap
mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna.
Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :
1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja
penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam
menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain :

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam
penyelenggara pelayanan publik;

2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit
pelayanan publik secara periodik;

3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut
yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;

4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil
pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup
Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;

6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.



BAB I1
PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM
Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna dengan membentuk tim

pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan Aplikasi Online dengan nama “SEKAPUR
SIRIH"” (Survey Elektronik Kepuasan Publik Terukur, Simple dan Bersih ) yang
disediakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai
dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang
diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna yaitu :

1. Persyaratan : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan
suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang
dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan
untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/ tarif : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan
dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang
besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan
masyarakat.

5. Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah
hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis

pelayanan.



Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus
dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan
pengalaman

Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan
pelayanan.

Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan, saran
dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak
lanjut.

Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai
alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang
merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha,
pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer,

mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada

waktu jam layanan dan dapat dilakukan dengan online. Sedangkan pengisian kuesioner

dapat dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan melalui aplikasi online
“SEKAPUR SIRIH"” (Survey Elektronik Kepuasan Publik Terukur, Simple dan Bersih )
yang disediakan di Front Office.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu

setiap bulan dalam 1 (satu) tahun dengan rincian sebagai berikut :

. Waktu Jumlah Hari
No. Kegiatan Pelaksanaan Kerja
1.  Persiapan Pekan I 5
2.  Pengumpulan Data Pekan I-IV 20
3. pengolahan Data dan Analisis Hasil Pekan 1V >
4.  Penyusunan dan Pelaporan Hasil Pekan I 15

bulan berikutnya



2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi
penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna berdasarkan
periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan tahun
2023, maka populasi penerima layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna dalam kurun waktu satu tahun adalah sebanyak
871 orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan
besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan.
Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus
dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 331 orang.

Populasi(N) | Sampel (n) [Populasi(N)| Sampel (n) [Populasi(N)| Sampel(n)
10 10 220 140 1200 291
15 14 230 144 1300 297
20 19 240 148 1400 302
25 24 250 152 1500 306
30 28 260 155 1600 310
35 32 270 159 1700 313
40 36 280 162 1800 317
45 40 290 165 1900 320
50 44 300 169 2000 322
55 48 320 175 2200 327
60 52 340 181 2400 33
65 56 360 186 2600 335
70 59 380 191 2800 338
75 63 400 196 3000 341
80 66 420 201 3500 346
B5 70 440 205 4000 351
90 73 460 210 4500 354
95 76 480 214 5000 357
100 B0 500 217 6000 361
110 86 550 226 7000 364
120 92 600 234 8000 367
130 97 650 242 9000 368




BAB II1I

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

1.1 Jumlah Responden S

KM

Berdasarkan hasil pengumpulan data Survei Kepuasan Masyarakat di Tahun

2024, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 518 orang responden,
dengan rincian sebagai berikut :

Responden berdasarkan Jenis Kelamin/bulan

Jumlah
Jenis Kelamain sampe
1 2| 3| 4| 5, 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| dengan
bulan
Laki-laki 36 |29 |35 |12 |33 |22 |3 |13 |18 |9 |7 |8 225
Perempuan |38 |53 |33 |26 |57 |34 |6 |8 |25 |3 |6 |4 293
Jumlah 74 |82 |68 {38 {90 (56 |9 |21 43 |12 |13 |12
Semester I 408 - 518
Semester 11 - 110

% Jumlah Responden berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024
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Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan/bulan Jumlah

Jenis sampai

Pendidikan| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| dengan
bulan
SD 2 |2 |4 |1 |2 |6 |1 (2 |7 |2 |4 |0 33
SMP 2 |1 1 |3 |5 |0 |2 |2 |2 |3 |2 25
SMA 25 |16 |24 |6 |19 |18 |6 |12 |31 |6 |4 |9 176
D3 20 |15 |16 |12 |17 |12 |0 |1 (O (O |O |O 93
S1 20 |37 |16 |13 |48 |14 |2 |4 |3 |2 |2 |1 162
S2 5 |11 |6 |5 |1 |11 |0 0O ([0 [0 |O 29

L X4

Jumlah Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

Tingkat Pendidikan

mSD
u SMP
B SMA
mbi
ms1

ms2




1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM dilakukan melalui aplikasi “SEKAPUR SIRIH” (Survey
Elektronik Kepuasan Publik Terukur, Simple dan Bersih ) dan hasil yang diperoleh di

Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur Tahun 2024

NILAI UNSUR PELAYANAN

MUTU
KRITERIA DAN NILAI
U1l U2 us u4 us ueé U7 us U9 PELAYANAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah nilai per
unsur 2051 | 2024 | 2036 | 2209 | 2111 | 2117 | 2075 | 2058 | 2125
NRR Per unsur
= Jumlah Nilai
per unsur /
Joriah i 3,86 | 3,80 | 3,83 | 3,97 | 3,80 | 3,81 | 3,88 | 3,85 | 3,97
kuesioner yang
terisi
NRR tertimbang
= NRR unsur
x 0,111 per 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,44 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,43 0,44 3,82
unsur
IKM Unit Pelayanan 95,59 | A SANGAT BAIK

Gambar 1. Grafik Nilai Rata-rata SKM Per Unsur Tahun 2024
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BAB IV
ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data di Tahun 2024, dapat diketahui bahwa :

1. Nilai terendah per unsur layanan terletak pada U2 (Prosedur) dengan nilai 3,80 dan
U5 (Produk Layanan) dengan nilai 3,80 adalah nilai terendah kedua.

2. Sedangkan U4 (Biaya / Tarif) dan U9 (Sarana dan Prasarana) dengan masing —

masing nilai 3,97 merupakan nilai tertinggi di Tahun 2024.

Berdasarkan hasil Nilai Survei Kepuasan Masyarakat di Tahun 2024, diperoleh
nilai unsur yang terendah dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak

lanjut yaitu sebagai berikut :

1. Unsur Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan dalam sistem,
mekanisme dan prosedur bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk
pengaduan.

2. Unsur Produk layanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil

dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat

digambarkan sebagai berikut :

1. Tata cara pelayanan yang dibakukan dalam sistem, mekanisme dan prosedur
bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan, belum sesuai yang
diharapkan oleh penerima layanan.

2. Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima tidak sesuai dengan ketentuan yang

telah ditetapkan.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik

maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil



analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut
perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dapat dilakukan melalui rapat
koordinasi internal dan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) bersama perwakilan
pengguna layanan. Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas
perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan,
kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut
perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

Prioritas Waktu Penanggun
No. " ynsur Program / Kegiatan | .\, 1 1w m’ I\‘;" Yol
1 Prosedur Melaksanakan Pembinaan Vv v v v  Kepala Dinas
kepada Penyelenggara
Pelayanan Publik terkait
Pelaksanaan Pelayanan
berpedoman kepada
system, mekanisme dan
prosedur yang berlaku
2  Produk - Melakukan Perubahan VvV v v JF Penata
Layanan Regulasi terkait Perizinan

Penyelenggara
Pelayanan Publik

- Melakukan Sosialisasi
terkait Regulasi
Penyelenggaraan
pelayanan Publik

4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat
perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan
survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk
melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai
bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan
(tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta
kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna dapat

dilihat melalui grafik berikut :
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Nilai IKM DPMPTSP Kabupaten Natuna Tahun
2019 -2024

98
9% 95,59

o4 ?/
92

%0 87,85 /

88
8592  __— 88,13
86 ’ 86,52
84
82
80

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan
kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2019 hingga Tahun 2024 pada

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna.
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BAB V
KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas melaksanakan tugas Pelayana Publik di dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna selama Tahun
2024, telah dilakukan penilaian eksternal melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
sebagaimana hasil yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa:

> Pelaksanaan Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna, secara umum mencerminkan tingkat

kualitas yang sangat Baik dengan nilai 95,59.

» Secara keseluruhan nilai per unsur sudah sangat baik, dari 9 unsur tersebut
masih ada dua unsur yang rendah yaitu :

1. Unsur Prosedur dengan nilai 3,80

2. Unsur Produk Layanan dengan nilai 3,80

» Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Natuna dilihat dari hasil Survei kepuasan Masyarakat (SKM) 2024

sudah sangat baik, tetapi untuk menuju ke Pelayanan Prima maka Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna masih

perlu melakukan pembinaan kepada penyelnggara pelayanan publik dan

melakukan perubahan kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik.

Natuna, 10 Januari 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Natuna

AHMAD SOFIAN, SE., M.Si.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. APLIKASI SKM “SEKAPUR SIRIH"”

FMPTF Ma Bl § survey Kepussen Masysratat X

(15 b lom pgtip-sstonaom

SEKAPUR SIRIH Username

SURVEY ELEKTRONIK KEPUASAN PUBLIK TERUKUR, SIMPLE DAN BERSIH skmnatuna

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NATUNA Password

PERHATIAN : sssssssissss
1. Copy Gunakan Uisornameo yang sesual paca saat rogistrasi atau daftar

2. Pastikan sotelah menggunakan untuk keluar dari sistem (logout)

B Datz e urveyTerinl % W 4 ~ SRR
€ = C & skmedpmptsp-natuna.com/admin/ds 2 % O0@
To get future Googl updates. you'll need 0 or later. This computer i leammoe X

Admin &

-

= Fiflas 6 Print

Tanggal Jam Jenis
Survey Survey MNama Lengkap Kelamin Jenis Layanan
14 Februan | ar Faanil ¥ - Ikl 35 52 LAINNYA Sicantik 0 o
2024
14 Februan " Juanika sarn PerempuaEn 7 SMA LAINNYA Oss5 0 o
2024
12 Februan 1 BUKHAR| Laki - laki 59 SHA LAINHYA 055 o o
2024
12 Februan i Perempuan 0 o
2024
b Andry o il k] 2 =} = LN -
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2. KUESIONER ELEKTRONIK

& & Survey Elektronik Kepuasan Publik Terukur, Simple dan Bersih

Tanggal Survey
#12-02-2024

Waktu Layanan
1: 08:00-12:00 =

Data Diri Responden

Nama Lengkap

Jenis Kelamin

>E-Laki - Laki ‘ZPerempuan

Umur

Pendidikan

Pilih Pendidikan s

Pekerjaan

Pilin Pekerjaan s

Pilih Survey B

Survey Elektronik Kepuasan Publik Terukur, Simple dan Bersih

Jenis Layanan yang Diterima

Masukan| Layanan

@ 2024 DPMP TSP NATUNA

14



Survey Elektronik Kepuasan Publik Terukur, Simple dan Bersih

1. Bagaimana pendapat Saudara tenlang kesesualan persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan?
) Sangat sesual
Sesual
Kurang sesual

_/Tidak sesual

2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini?
Sangat Mudah
Mudah
_IKurang Mudah

Tidak Mudah

3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan?
JSangat Cepat
Cepat

Kurang Cepat

Tidak Cepat
Survey Elektronik Kepuasan Publik Terukur, Simple dan Bersih
4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya(tarif dalam pelayanan?
" )Gratis
“IMurah
: 1Cukup Mahal

'Sangat Mahal

S Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan?
)Sangat sesual
'Sesuai
i 'Kurang sesuai

: ITidak sesual

B. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan?
)Sangat Kompeten
'Kompeten
'Kurang Kompeten

1 Tidak Kompeten

15



& urvey Elektronik Kepuasan Publik Terukur, Simple dan Bersih
7. Bagaimana pendapat Saudara perifaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan?

Sangat Sopan dan Ramah

Sopan dan Ramah

Kurang Sopan dan Ramah

Tidak Sopan dan Ramah

8. Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana?

_/Sangat Baik

©

Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan?
: Dikelola dengan baik
Berfungst kurang maksimal
: Ada tetapl tidak berfungsi

Tidak ada

Sedessi

Q Survey Elektronik Kepuasan Publik Terukur, Simple dan Bersih

Terima kasih sudah mengisi Survey kami

Survey anda membangun DPMPTSP
Kabupaten Natuna menjadilebih baik

B 2024 DPMPTSP NATUNA
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UNIT KERJA : DPMPTSP Kabupaten Natuna INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ( IKM )
ALAMAT : Jalan Datuk Kaya Wan Mohammad Benteng No. 083, Ranai, Provinsi Kepulauan Riau DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Telpon :(0773)31034 E-mail : dpmptsp.natuna@gmail.com KABUPATEN NATUNA
Periode : Bulan Januari - Desember 2024 BULAN JANUARI - DESEMBER 2024
NILAI UNSUR PELAYANAN MUTU
KRITERIA DAN NILAI
ul U2 u3 u4 us (V3 u7 us U9 NILAI INTERVAL NILAI IKM NAMA LAYANAN :
PELAYANAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 RESPONDEN
Jumlah nilai per unsur 2051 2024 2036 2209 2111 2117 2075 2058 2125 JUMLAH 518 Orang
NRR Per unsur = Jumlah Nilai JENIS KELAMIN ;ﬁz;ﬁ::} i ;;: grang
per unsur / Jumlah nilai 3,86 | 3,80 3,83 397 | 380 | 38 | 38 | 38 | 3,97 r= rang
. - PENDIDIKAN . SD = 33 Orang
kuesioner yang terisi
SMP = 25 Orang
. * SMA = 176 Orang
NRR tertimb =NRR
ertimoang unsur 042 | 042 | o042 | 044 | 042 | 042 | 043 | 042 | 044 3,82 3’82 95’ 59 DIl = 93 Orang
x 0,111 per unsur
S1 = 162 Orang
* %k =
IKM Unit Pelayanan 9559 | A | SANGAT BAIK 52 29 Orang
S3 = 0 Orang
PERIODE SURVEI = 02 Januari 2024 s/d 30
Keterangan Desember 2024
-Uls/dU9 : Unsur - unsur Pelayanan No UNSUR PELAYANAN NILAI RATA - RATA
- NRR : Nilai Rata - Rata Ul Persyaratan 3,86
- 1KM  Indek Kepuasan Masyarakat U2 |prosedur 3,80 INDEKS PENILAIAN PELAYANAN
*) :Jumlah NRR IKM tertimbang U3  |waktu Pelayanan 3,83 Mutu Pelayanan :
**) : Jumlah NRR Tertimbang x 25 U4 |Biaya/ Tarif 3,97 A ( Sangat Baik ) : 88,31 - 100,00
- NRR Per Unsur : Jumlah nilai per unsur dibagi U5  |Produk layanan 3,80 B ( Baik ) :76,61 - 88,30
Jumlah kuesioner yang terisi U6 |Kompetensi Pelaksana 3,81 C ( Kurang Baik ) : 65,00 - 76,60
-NRR Tertimbang ~ : Nilai Rata - Rata per unsur x 0,111 U7 |Perilaku pelaksana 3,88 D ( Tidak Baik ) : 25,00 - 64,99
per unsur U8 |Penanganan Pengaduan,saran dan Masukan 3,85
U9 |Sarana dan Prasarana 3,97

Ranai, 31 Desember 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Natuna

-

AHMAD SOFIAN, SE., M.Si.
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